
BUPATI TAPIN
PROVTNSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 36 TAHUN 2OL9

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TAPIN,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

20 Tahun 2Ol8 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, perlu mengattrr Pedoman

Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2O2O;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Pen5rusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2O2O;

:1. Undang-Undang Nomor I Tatrun 1965

tentang Pembentukan Daeratr Tingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan

Daeratr Tingkat II Tabalong (kmbarart

Negara Republik Indonesia Ta}run 1965

Nomor 51, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2756l,;
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas dari KoruPsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3

tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4

tentang Perbendatraraan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4

tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggungiawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor aaOO);

Undang'Undang Nomor 33 Tahun 2OO4

tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pr.rsat dan Pemerintaharr

Daerah (Lembaran Negara RePublik

Indonesia Tahun 2OO+ Nomor L26,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor aa38);

3.

4.

5.

6.
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7 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4

tentang Desa (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol+

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa

kd, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan

Ked,ua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Repubtik Indonesia

Nomor 56791;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4

tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indone sia

Tahun 2OL4 Nomor 292, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

1 O. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

2OO5 tentang Dana Perimbangan (I,em-

baran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor L37, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5751;
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1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2Ol4 tentang Peraturan Pelaksana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ot4

tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L23,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana

telah diubatr beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2Ol9 tentang Perubatran Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4

tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 4L,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2Ot4 tentang Dana Desa Yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara RePublik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Perrrbahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2Ol4 tentang Dana Desa Yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 586a);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6Oa\;

Peraturan Pemerintatr Nomor 12 Tahun

2Ot9 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42,

Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 63221;

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

16. Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Ddam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

111 Tahun 2OL4 tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa;

t4.
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

tl4 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman

Pembangunan Desa;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2OL6 tentang Pengelolaan Aset

Desa;

2 O . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44

Tahun 2Ot6 tentang Kewenangan Desa;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47

Tahun 2016 tentang Administrasi

Pemerintahan Desa;

22. Perat:uran Menteri Dalam Negeri Nomor

11O Tahun 2Ot6 tentang Badan

Permusyawaratan Desa

23. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 2O

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa;

24. Peraturan kmbaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun

2Ol9 tentang Pedoman Pen5rusunan Tata

Cara Pengadaan BaranglJasa di Desa;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor

O9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

26. Perafiirarr Daerah Kabupaten Tapin Nomor

11 Tahun 2OLT tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

serta Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa di KabuPaten TaPin;
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27. Perailtran Daerah Kabupaten Tapin Nomor

05 Tahun 2OL9 tentang Badan

Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PEI\IYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BEI.ANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2O2O ditetapkan sebagaimana tercanhrm dalam

L,ampiran yang menrpakan bagian tidak terpisatrkan dari Perattrran

Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan

Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

b. prinsip pen)rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c. kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

d. teknis pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

e. mekanisme evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

f. pembinaan dan pengawasan.
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

padatanggal 9r Deeen'ner 2"q

BUPATI TAPIN.Ir

Diundangkan di Rantau

pada tanggal3t De ni:rF 20 1'

SEKRETARIS D. KABUPATEN TAPIN,

SYAH

BERITA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OIg NOMOR ]6


